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ABSTRAK 

GOOD URBAN GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA MADANI 

STREET FOOD DI CUT NYAK DIEN KOTA PEKANBARU 

Oleh : Meylan Anjely 

NIM. 12270522588 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good urban 

governance dalam pengelolaan kawasan Madani Street Food di Jalan Cut Nyak 

Dien Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, serta efektivitas 

dan efisiensi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya 

perbedaan informasi tarif di lapangan, keterbatasan pelibatan pelaku UMKM 

dalam pengambilan keputusan, serta belum adanya pengaturan teknis yang rinci 

terkait operasional kawasan, seperti standar ukuran lapak. Selain itu, kendala pada 

aspek pengawasan dan sarana prasarana juga mempengaruhi pengelolaan 

kawasan. 

Kata Kunci: Good Urban Governance, Tata Kelola Perkotaan, Street Food 

Perkotaan 
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ABSTRACT 

Good Urban Governance Principles In The Management Of The Madani Street 

Food Area On Cut Nyak Dien Street Pekanbaru City 

Oleh : Meylan Anjely 

NIM.12270522588 

This research aims to analyze the implementation of good urban governance 

principles in the management of the Madani Street Food area on Cut Nyak Dien 

Street, Pekanbaru City. The research employs a qualitative method with a 

descriptive approach, using data collection techniques such as observation, 

interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of 

transparency, participation, accountability, rule of law, as well as effectiveness and 

efficiency has not yet been optimal. This is reflected in the inconsistencies in 

information regarding parking fees in the field, the limited involvement of MSMEs 

in decision-making processes, and the absence of detailed technical regulations 

governing the operational aspects of the area, such as standardized stall sizes. In 

addition, constraints related to supervision and infrastructure also affect the 

overall management of the area. 

 

Keywords: Good Urban Governance, Urban Governance, Urban Street Food 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 

dinamika sektor informal sebagai bagian integral dari sistem ekonomi dan sosial 

kota. Di tengah keterbatasan daya serap sektor formal, sektor informal hadir sebagai 

ruang alternatif bagi masyarakat perkotaan untuk mempertahankan 

keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi . Salah satu 

manifestasi paling nyata dari sektor informal perkotaan adalah aktivitas pedagang 

kaki lima (PKL), khususnya usaha Street Food  , yang tumbuh dan berkembang 

pesat seiring dengan meningkatnya urbanisasi, mobilitas penduduk, serta 

perubahan gaya hidup masyarakat kota. Keberadaan Street Food   tidak hanya 

berfungsi sebagai penggerak ekonomi mikro, tetapi juga merefleksikan dinamika 

ruang kota yang kompleks, di mana kepentingan ekonomi, sosial, dan tata ruang 

saling beririsan (Soleh, 2019). 

Dalam konteks perkotaan, Street Food   memiliki posisi yang ambivalen. Di 

satu sisi, aktivitas ini berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, penyediaan 

akses pangan yang terjangkau, serta penguatan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, 

apabila tidak dikelola secara sistematis, keberadaan Street Food   berpotensi 

menimbulkan berbagai persoalan perkotaan, seperti penggunaan ruang publik tanpa 

pengaturan yang jelas, masalah sanitasi, kemacetan lalu lintas, konflik pemanfaatan 

ruang, hingga ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa persoalan Street Food   bukan sekadar isu ekonomi mikro, 
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melainkan bagian dari problem tata kelola perkotaan (urban governance) yang 

menuntut peran aktif pemerintah kota sebagai pengelola ruang dan penyedia 

layanan public (Utomo, 2019). 

Seiring dengan kompleksitas persoalan kota, pendekatan tata kelola 

pemerintahan yang bersifat hierarkis dan sektoral tidak lagi memadai. Kota sebagai 

ruang hidup bersama membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu 

mengakomodasi kepentingan beragam aktor, menjamin keteraturan ruang publik, 

serta memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga kota. Dalam 

konteks inilah konsep good urban governance menjadi relevan. Good urban 

governance merupakan pengembangan dari konsep good governance yang secara 

spesifik diterapkan dalam pengelolaan kota, dengan menekankan prinsip-prinsip 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, serta orientasi 

pada kepentingan publik dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan perkotaan 

(Lionandiva, 2022). 

Good Urban Governance tidak hanya dipahami sebagai konsep teori, tetapi 

juga sebagai cara praktis dalam mengelola kehidupan di kota yang kompleks. 

Konsep ini menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan 

perlu melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat dan pelaku usaha dalam setiap 

kebijakan yang dibuat. Selain itu, good urban governance juga menuntut adanya 

keterbukaan informasi, tanggung jawab pemerintah, serta aturan yang jelas agar 

setiap aktivitas di ruang kota dapat berjalan dengan tertib dan adil. Dengan 

demikian, keberhasilan pengelolaan kota tidak hanya dilihat dari pembangunan 
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fisik, tetapi juga dari bagaimana kebijakan dijalankan secara baik dan dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Tahir et al., 2015). 

Dalam konteks pengelolaan sektor informal seperti street food, penerapan 

good urban governance menjadi sangat penting. Hal ini karena aktivitas street food 

sering menggunakan ruang publik dan melibatkan banyak kepentingan. Jika tidak 

dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti 

ketidakteraturan, ketidakjelasan aturan, dan menurunnya kenyamanan masyarakat. 

Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang baik agar kegiatan ekonomi tetap 

berjalan, tetapi tidak mengganggu ketertiban dan fungsi ruang kota (Tahir et al., 

2015). 

Melalui kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kota 

memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, termasuk penataan ruang kota, pengelolaan ketertiban umum, dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kewenangan tersebut menempatkan 

pemerintah kota sebagai aktor kunci dalam mewujudkan good urban governance, 

terutama dalam mengelola aktivitas ekonomi informal agar tetap berjalan produktif 

tanpa mengorbankan keteraturan dan kualitas ruang kota. 

Sebagai ibu kota Provinsi Riau dan pusat pertumbuhan ekonomi serta 

pendidikan di wilayah Sumatera bagian tengah, Kota Pekanbaru mengalami 

pertumbuhan aktivitas ekonomi informal yang cukup signifikan, khususnya di 

sektor Street Food  . Fenomena ini mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk 

menginisiasi pengembangan kawasan kuliner terpadu, salah satunya melalui 
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pembentukan kawasan Madani Street Food   yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien. 

Kawasan ini dirancang sebagai ruang ekonomi tematik yang bertujuan menata 

aktivitas Street Food   agar lebih tertib, higienis, dan terintegrasi dengan tata kota, 

sekaligus memberikan perlindungan dan pembinaan bagi pelaku UMKM kuliner. 

Gambar 1.1 Surat Keputusan dari dinas 

perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru 

 

Madani Street Food   dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan sektor 

perdagangan serta pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dalam menjalankan tata 

kelola kawasan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

menjalin kerja sama kelembagaan dengan Bidang Koperasi dan UMKM bersama 

Primkopkar 0301/PBR, yakni sebuah koperasi yang turut andil dalam mengatur 

manajemen operasional kawasan Madani Street Food  . Kolaborasi ini mencakup 

pengaturan sistem sewa tempat, penertiban pedagang, pemeliharaan fasilitas, 

hingga pembinaan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku UMKM 
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di kawasan tersebut. Dengan model pengelolaan ini, diharapkan kawasan Madani 

Street Food   dapat menjadi contoh praktik tata kelola yang baik dalam 

pengembangan ekonomi lokal berbasis otonomi daerah, serta memberikan 

kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor UMKM di Kota Pekanbaru 

(Pekanbaru.go.id,  2024). 

Dalam konteks tersebut, konsep collaborative governance menjadi semakin 

relevan untuk diterapkan. Collaborative governance menekankan keterlibatan 

berbagai aktor, yakni pemerintah sebagai pemegang kewenangan regulatif dan 

fasilitator kebijakan, aktor non-pemerintahan sebagai mitra pendukung dan 

penggerak (seperti UMKM), serta masyarakat setempat sebagai subjek utama 

dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. Pendekatan ini berbeda dari 

model tata kelola top-down konvensional karena lebih mengedepankan dialog, 

musyawarah, pencapaian konsensus, serta co-production kebijakan. Dengan 

demikian, keberhasilan pengelolaan Madani Street Food   sangat bergantung pada 

kemampuan seluruh pihak untuk membangun kemitraan kolaboratif yang inklusif, 

transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. (Widodo et al., 2023). 

Kolaborasi ini tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian kewenangan, 

tetapi juga menyangkut pembangunan mekanisme akuntabilitas bersama di antara 

para aktor yang terlibat. Pemerintah diharapkan berperan sebagai fasilitator dan 

koordinator kebijakan, bukan sekadar pengendali. Sementara itu, aktor non-

pemerintahan berkontribusi melalui dukungan sumber daya, inovasi pengelolaan, 

serta penguatan kapasitas kelembagaan, sedangkan masyarakat berfungsi sebagai 

penggerak utama yang memastikan keberlanjutan kawasan. Dengan pola 
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kolaboratif tersebut, Madani Street Food   berpotensi menjadi model tata kelola 

kolaboratif di sektor ekonomi rakyat yang mampu merespons persoalan regulasi, 

kualitas pelayanan publik, hingga peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah daerah (Yulianto, 2025). 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pelaku UMKM 

pada tanggal 28 juni 2025, 17 September 2025 dan 20 September 2025 dengan 

jumlah keseluruhan 11 pelaku UMKM mengatakan dalam operasionalnya setiap 

pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Madani Street Food   dikenakan tarif 

bulanan sebesar Rp400.000. Biaya ini telah disepakati sejak awal sebagai bentuk 

kontribusi yang mencakup tiga komponen utama, yakni sewa tempat, kebersihan, 

dan pemakaian listrik. Kesepakatan ini menjadi dasar pemahaman bersama antara 

pelaku usaha dengan pihak pengelola kawasan, baik dari koperasi maupun instansi 

terkait, agar pelaksanaan kegiatan ekonomi di kawasan Madani berjalan secara 

tertib dan berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 28 juni 2025 

kepada salah satu pelaku UMKM, bapak Malik, beliau mengatakan sejak tanggal 9 

Juni 2025 sampai hari ini, muncul kebijakan tambahan dari pihak Kodim setempat 

berupa pungutan harian sebesar Rp2.000 kepada setiap UMKM. Pungutan ini 

disebut-sebut sebagai upaya untuk membayar petugas Badan Layanan Umum 

(BLU) yang sebelumnya mogok kerja, sehingga berdampak pada terhentinya 

layanan pengangkutan sampah. Akibatnya, sampah menumpuk dan mengganggu 

kenyamanan lingkungan, dan pungutan tambahan tersebut dimaksudkan untuk 

mendorong petugas BLU kembali bekerja. 



7 

 

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan kebingungan di kalangan pelaku 

UMKM, sebab mereka merasa telah membayar kewajiban bulanan yang mencakup 

urusan kebersihan, termasuk pengangkutan sampah. Pungutan harian sebesar 

Rp2.000 ini dianggap melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama. 

Selain menambah beban biaya operasional harian para pelaku usaha kecil, tindakan 

ini juga menciptakan ketidakjelasan dalam sistem pengelolaan kawasan, khususnya 

terkait siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas layanan dasar seperti 

kebersihan. 

Gambar 1.2 kemacetan jalan diakibatkan 

 oleh parkir di bahu jalan 

 

Sumber : TikTok @Eka Saputra 

Namun demikian, pertumbuhan Street Food   di Pekanbaru sering kali tidak 

diiringi dengan kebijakan penataan dan perencanaan infrastruktur yang memadai. 

Di berbagai lokasi strategis seperti pusat kuliner malam dan kawasan padat 

lalulintas, aktivitas usaha Street Food   menimbulkan persoalan tata kota, terutama 

dalam hal kemacetan dan penurunan kenyamanan serta keteraturan ruang publik. 

Salah satu penyebab utama kemacetan adalah terbatasnya kapasitas lahan parkir di 
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sekitar lokasi usaha, yang tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang datang. 

Akibatnya, banyak kendaraan pribadi maupun sepeda motor yang diparkir 

sembarangan di sisi jalan, sehingga mempersempit jalur lalu lintas dan menghambat 

pergerakan kendaraan lainnya. Hal ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu 

lintas, tetapi juga berisiko menimbulkan kecelakaan serta menurunkan kualitas 

hidup warga sekitar. 

Secara normatif, situasi ini mencerminkan lemahnya implementasi peraturan 

perundang-undangan yang seharusnya mengatur ketertiban dan fungsi ruang 

publik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan fungsi yang telah 

ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan bahwa penyimpangan 

terhadap rencana tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana (Pasal 

61 dan Pasal 69). Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan harus menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan 

pengguna jalan (Pasal 43 ayat (3). Parkir yang tidak teratur dan menimbulkan 

gangguan lalu lintas sejatinya dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 

287 ayat (3) UU yang sama, yakni berupa denda atau tindakan hukum lainnya 

(Lubis et al., 2024). 

Gambar 1.3 Keluhan Uang Parkir 
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            Sumber : TikTok @Agung Nugroho 

Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap pengunjung 

Madani Street Food   pada Minggu, 18 Mei 2025 pukul 23.01 WIB menunjukkan 

masih terdapat kelemahan dalam implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru 

Nomor 02 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, di mana tarif parkir resmi untuk kendaraan 

roda dua ditetapkan sebesar Rp1.000 dan roda empat sebesar Rp2.000. Dalam 

praktiknya, juru parkir menolak menerima pembayaran sesuai tarif tersebut dan 

meminta bayaran lebih tinggi, bahkan enggan menerima Rp1.000 untuk kendaraan 

roda dua. Fenomena ini tidak hanya diungkapkan secara langsung saat penulis 

melakukan wawancara, tetapi juga diperkuat oleh keluhan masyarakat di media 

sosial, khususnya platform TikTok, di mana banyak pengguna melaporkan 

pengalaman serupa dan mengungkapkan bahwa juru parkir seringkali mematok 

tarif seenaknya tanpa mengindahkan ketentuan resmi. Fakta ini mencerminkan 
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lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh otoritas terkait, serta 

mengindikasikan adanya praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat 

sebagai pengguna layanan parkir. 

Dari aspek regulasi, pengelolaan kawasan Madani Street Food di Kota 

Pekanbaru pada dasarnya telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah 

dalam melakukan penataan dan pemberdayaan sektor usaha di wilayah perkotaan. 

Keberadaan peraturan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam 

menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan terarah. Namun demikian, dalam 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara lebih rinci, 

khususnya terkait aspek teknis seperti standar ukuran lapak bagi pelaku UMKM 

pada madani street food . Kondisi ini dalam praktiknya dapat menimbulkan variasi 

dalam penerapan di lapangan, seperti perbedaan pengaturan ruang usaha dan 

mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik 

sebagai bentuk penguatan dari regulasi yang sudah ada, sehingga pengelolaan 

kawasan dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan prinsip good urban 

governance. 

Permasalahan selanjutnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan ukuran lapak 

yang diperbolehkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 

khususnya di sektor Street Food. Menurut kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (DisPerindag)  Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, menyampaikan 

bahwa regulasi dan pedoman teknis penataan ruang usaha informal yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah, pelaku UMKM Street Food   umumnya hanya 
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diperbolehkan menggunakan area maksimal sekitar 3 (tiga) meter untuk mendirikan 

atau menggelar lapak dagang. Ketentuan ini dimaksudkan agar aktivitas usaha tetap 

berjalan tanpa mengganggu fungsi utama ruang publik serta kelancaran arus lalu 

lintas (Halloriau.com,  2024)  

Namun pada praktiknya, banyak pelaku usaha di lapangan tidak mematuhi 

ketentuan tersebut. Lapak-lapak Street Food   kerap kali meluas melebihi batas yang 

telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap batas ukuran ini pada dasarnya merupakan 

bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah atau surat keputusan wali kota 

yang mengatur tentang izin usaha temporer di ruang terbuka publik. Selain itu, 

ketidaktegasan dalam penindakan pelanggaran tersebut menunjukkan lemahnya 

peran pemerintah, baik dari sisi pengawasan maupun penegakan aturan (Dian, 

2024). 

Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara semangat 

pemberdayaan UMKM dan prinsip penataan kota yang tertib dan berkelanjutan. Di 

satu sisi, pelaku usaha Street Food   menjadi bagian penting dari dinamika ekonomi 

lokal dan penyediaan lapangan kerja informal namun di sisi lain, absennya 

pengendalian terhadap pelanggaran teknis justru berpotensi merugikan masyarakat 

luas yang terdampak secara langsung terhadap ketidaknyamanan penggunaan ruang 

publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam 

hal penataan ruang dan ketertiban umum (Pasal 11 dan Pasal 12). Oleh karena itu, 

jika ketentuan teknis mengenai batas ukuran lapak tidak ditegakkan, maka hal ini 
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mencerminkan kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi regulatif 

dan kontrol administratif atas pemanfaatan ruang kota (Rosmita et al., 2024). 

Lebih lanjut, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran ukuran lapak juga 

menghambat terciptanya sistem zonasi usaha yang terorganisir. Tanpa ada 

ketegasan terhadap pelaku usaha yang melampaui batas aturan, akan sulit untuk 

menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha kecil, serta mengurangi potensi konflik 

horizontal antara sesama pedagang maupun dengan masyarakat pengguna jalan 

lainnya (Djuwitaningsih, 2020). 

Berdasarkan hasil wawancara yang penilis lakukan kepada kepala bidang 

Koperasi dan UMKM  Primkopkar 0301/PBR bapak Hardi, hingga saat ini belum 

terdapat aturan tertulis yang secara formal dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 

Pekanbaru yang secara khusus mengatur tentang penataan aktivitas Street Food  . 

Tidak adanya regulasi yang bersifat operasional dan normatif, baik dalam bentuk 

peraturan daerah (Perda), peraturan wali kota (Perwako), maupun surat keputusan 

teknis, menyebabkan pengelolaan usaha Street Food   berlangsung tanpa arah 

kebijakan yang jelas. Ketiadaan ini mencakup aspek-aspek fundamental seperti 

ketentuan zonasi lokasi usaha, batas ukuran lapak, standar sanitasi dan keamanan 

pangan, serta pedoman pengelolaan fasilitas pendukung seperti parkir dan 

kebersihan lingkungan. 

Situasi ini menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki acuan hukum yang pasti 

dalam menjalankan aktivitas ekonominya, sehingga berbagai praktik yang 

sebenarnya melanggar prinsip tata ruang dan keteraturan kota menjadi sulit untuk 

dikoreksi. Dalam banyak kasus, pedagang bertindak secara mandiri berdasarkan 
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pengalaman atau kebiasaan lapangan, bukan karena mengikuti aturan yang baku. 

Hal ini juga menyulitkan masyarakat umum maupun pemangku kepentingan 

lainnya dalam melakukan pengawasan atau menuntut pertanggungjawaban secara 

legal ketika terjadi pelanggaran atau dampak negatif terhadap ruang public 

(Yuherman, 2022). 

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, ketiadaan kebijakan tertulis 

menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem 

pengelolaan ruang kota yang akuntabel, transparan, dan berorientasi jangka 

panjang. Dalam konteks prinsip-prinsip good urban governance, khususnya prinsip 

akuntabilitas dan kepastian hukum, keberadaan regulasi menjadi syarat mutlak agar 

pelaksanaan kebijakan dapat diukur, diawasi, serta dievaluasi secara objektif 

(Ginocchio, 2019). Tanpa dasar hukum yang tertulis, intervensi pemerintah 

terhadap pelaku usaha Street Food   cenderung bersifat sporadis dan personalistik, 

yang berpotensi menimbulkan diskriminasi kebijakan, ketidakpastian hukum, serta 

konflik horizontal di masyarakat (Shahrullah, 2023) 

Ketiadaan aturan tersebut juga bertentangan dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang 

mengharuskan setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki dasar hukum 

tertulis yang sistematis dan hierarkis (Febriani & Wasti, 2023). Selain itu, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

penataan ruang dan pengelolaan ketertiban umum merupakan bagian dari urusan 

pemerintahan wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten 

(Pasal 11 dan 12) (Dahfid, 2017). Dengan demikian, abainya Pemerintah Kota 
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Pekanbaru dalam membentuk regulasi yang spesifik terkait Street Food   dapat 

dianggap sebagai bentuk kelalaian administratif, yang berdampak langsung 

terhadap kualitas tata kota dan keadilan sosial di ruang public (Pingkan J. A. 

Doodoh, Dani R. Pinasang, 2021). 

Akibatnya, sebagian besar pelaku Street Food   menjalankan usaha secara 

informal berdasarkan pengalaman pribadi tanpa pengetahuan memadai tentang 

aturan tata ruang, keselamatan konsumen, maupun prinsip berusaha secara tertib 

dan bertanggung jawab. Minimnya pemahaman tersebut bukan sepenuhnya 

kesalahan pelaku, tetapi justru mencerminkan lemahnya upaya edukatif dari pihak 

pemerintah yang seharusnya hadir sebagai fasilitator dan mitra pembangunan 

ekonomi rakyat  (Junior, 2017). 

Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai penataan Street Food  , belum 

tersedianya sistem parkir yang memadai, lemahnya pengawasan terhadap 

penggunaan ruang usaha, serta minimnya pembinaan kepada pelaku UMKM 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum optimal dalam menjalankan 

fungsi pengelolaan kawasan kota. Dalam kerangka tata pemerintahan daerah yang 

demokratis, masyarakat seharusnya memperoleh pelayanan publik yang 

berkualitas, mulai dari kepastian hukum, keteraturan ruang publik, hingga jaminan 

akses yang adil bagi para pelaku usaha. Apabila tanggung jawab tersebut diabaikan, 

konsekuensi yang timbul bukan hanya berupa ketidakteraturan teknis di lapangan, 

melainkan juga semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas 

pemerintah sebagai penyelenggara tata kelola (Emsa & Zulfikar, 2022). 
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Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa isu yang terjadi di 

kawasan Madani Street Food   bukan sekadar persoalan pelaksanaan kebijakan 

administratif atau lemahnya koordinasi antarinstansi, melainkan merupakan 

persoalan tata kelola perkotaan (urban governance). Madani Street Food   

beroperasi di ruang kota yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ruang ekonomi, 

ruang sosial, dan ruang publik. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak dapat 

dilepaskan dari prinsip-prinsip good urban governance yang menekankan 

keterpaduan antara penataan ruang, penyediaan layanan publik, kepastian hukum, 

serta perlindungan kepentingan warga kota. Ketika terjadi pungutan di luar 

kesepakatan, pelanggaran tata ruang, ketidakteraturan parkir, dan ketiadaan regulasi 

teknis, hal tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah kota dalam mengelola 

kompleksitas ruang perkotaan secara sistematis dan berkeadilan (Muksin, 2024). 

Urgensi penerapan good urban governance dalam pengelolaan Madani Street 

Food   terletak pada kemampuannya menjembatani kepentingan ekonomi informal 

dengan kebutuhan tata kota yang tertib dan berkelanjutan. Melalui good urban 

governance, pemerintah kota dituntut tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi 

juga sebagai koordinator dan fasilitator yang mampu menyelaraskan kepentingan 

pelaku UMKM, masyarakat pengguna ruang publik, serta aktor pendukung lainnya 

dalam satu kerangka kebijakan yang jelas dan akuntabel (Alfian et al., 2021). Tanpa 

penerapan good urban governance, kebijakan penataan kawasan cenderung bersifat 

parsial, reaktif, dan rentan menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik 

kepentingan di ruang kota. 
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Dengan demikian, good urban governance menjadi fondasi penting dalam 

memastikan bahwa pengelolaan kawasan Madani Street Food   tidak hanya 

berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pada keteraturan ruang kota, 

kualitas pelayanan publik, dan perlindungan hak warga kota. Penerapan prinsip-

prinsip good urban governance memungkinkan terciptanya tata kelola kawasan 

yang lebih transparan, tertib, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah kota sebagai penyelenggara urusan perkotaan 

(Bellastuti et al., 2023). 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, kawasan Madani Street Food 

di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

dianggap mewakili kondisi nyata tata kelola usaha Street Food di perkotaan. Di 

kawasan ini terlihat adanya berbagai masalah, seperti kurangnya pengawasan, 

belum jelasnya aturan, serta minimnya keterlibatan pelaku UMKM dalam 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan good urban governance 

dalam praktik di lapangan. 

Apabila disederhanakan terkait tata kelola madani Street Food   yang telah di 

uraikan yang penulis lihat di lapangan, terdapat 5 (Lima) fenomena yang terjadi, 

diantaranya : 

1. Tidak terimplementasinya aturan resmi tarif parkir (Perwako No. 02 Tahun 

2025). 

2. Munculnya pungutan harian sebesar Rp2.000  

3. Tidak dilibatkannya UMKM dalam pengambilan keputusan  
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4. Ketiadaan regulasi yang tertulis dan teknis dalam mengatur kawasan 

Madani Street Food  . 

5. Terjadinya kemacetan diakibatkan jumlah pengunjung tidak sesuai dengan 

besaran parkiran 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan judul 

“Good Urban Governance Dalam Tata Kelola Madani Street Food   Di Cut 

Nyak Diek Kota Pekanbaru 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Urban Governance dalam tata 

kelola kawasan Madani Street Food   di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru?  

2. Apa saja factor-faktor penghambat dalam pengelolaan madani street food di 

jalan cut nyak dien kota pekanbaru ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan good urban governance dalam tata kelola 

kawasan Madani Street Food   di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apa saja factor penghambat dalam pengelolaan madani 

street food di jalan cut nyak dien kota pekanbaru 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapunpenelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam rangka memperdalam 

pemahaman mengenai dinamika sektor informal, khususnya usaha Street Food   

dalam konteks tata kelola perkotaan. Melalui penelitian ini, peneliti dapat 

mengembangkan kemampuan analitis terhadap persoalan kebijakan publik, hukum 

daerah, serta penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan 

ruang publik dan sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana 

untuk mengembangkan keterampilan ilmiah seperti pengumpulan data lapangan, 

analisis regulasi, dan penulisan akademik secara sistematis. 

2. Bagi Lembaga Koperasi dan UMKM 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Dinas 

Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru maupun instansi teknis lainnya dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih akomodatif dan berbasis kebutuhan riil pelaku 

usaha Street Food. Dengan adanya analisis terhadap kelemahan regulasi, kurangnya 

pembinaan, dan persoalan infrastruktur pendukung, lembaga yang berwenang dapat 

mengevaluasi dan menyusun strategi pembinaan serta penataan ulang sektor Street 

Food   yang lebih efektif, adil, dan partisipatif. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

rujukan dalam penyusunan program pemberdayaan UMKM ke depan. 

3. Bagi Pengembangan Akademis 

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya 

kajian di bidang hukum tata pemerintahan, kebijakan publik, dan ekonomi sektor 

informal. Topik penataan Street Food   yang dikaji dari aspek akuntabilitas 

pemerintah daerah dan keterbatasan regulasi menjadi kajian yang relevan dan 
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aktual, terutama dalam konteks pembangunan kota-kota di Indonesia. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas 

hubungan antara sektor informal, kebijakan daerah, dan tata kelola perkotaan 

berkelanjutan. 

1.5 Sistem Penulisan 

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam tiga bab, yang 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-sub, sistematika penulisannya secara 

singkat sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  : LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan tentang istilah-istilah, menurut pandangan 

islam, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, dan 

kerangka pemikiran  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini penulis menjelaskan jenis penelitian yang penulis gunakan, 

waktu dan lokasi penelitian, Teknik sampling. informan penelitian, 

jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik 

analisis data. 

 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 
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dalam bab ini peneliti memperlihatkan gambaran lokasi umum 

penelitian yang diambil yaitu Madani Street Food  . 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan yang 

diperoleh melalui Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang digunakan sebagai dasar penguatan data dalam penelitian ini. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab terakhir ini memuat rangkuman hasil penelitian uraian 

mengenai keterbatasan yang ditemui selama proses penelitian, serta 

sejumlah saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Good Governance 

Dalam literatur internasional dan akademik, good governance dipahami 

bukan sebagai satu konsep tunggal yang statis, melainkan sebagai kerangka nilai-

nilai dan mekanisme yang menilai kualitas cara kekuasaan publik dijalankan. 

UNDP (1997) merumuskan good governance sebagai cara otoritas politik, 

ekonomi, dan administratif digunakan untuk mengelola urusan suatu wilayah pada 

semua tingkat; definisi ini menekankan bahwa governance mencakup partisipasi, 

supremasi hukum, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan aspek inklusif 

lainnya (Elvira et al., 2025).  

Di ranah akademik, definisi good governance beragam namun saling 

melengkapi. Gerry Stoker menempatkan governance sebagai jaringan interaksi 

multi aktor  bukan monopoli negara  sehingga good governance berarti jaringan itu 

berfungsi efektif, demokratis, dan legitim. Douglass North menyorot aspek 

institusional: aturan formal dan informal yang menurunkan ketidakpastian transaksi 

dan memungkinkan koordinasi jangka panjang; dari perspektif ini, good 

governance berarti institusi yang stabil, dapat diprediksi, dan menegakkan kontrak 

serta hak milik (Litha et al., 2024). Elinor Ostrom menambahkan dimensi 

polycentric: penyelenggaraan publik sering paling efektif ketika ada banyak pusat 

pengambilan keputusan yang berkoordinasi, terutama untuk masalah lokal dan 

sumber daya bersama. Teori principal agent (hubungan prinsipal-agen) 

menjelaskan kebutuhan mekanisme akuntabilitas: agar birokrasi (agen) melakukan 
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tugas sesuai mandat publik (prinsipal), harus ada mekanisme pengawasan, insentif, 

dan sanksi. Secara ringkas, UNDP dan World Bank memberi kerangka nilai dan 

tujuan makro; akademisi memberi instrumen teoritik institusi, jaringan, dan 

dinamika insentif supaya konsep itu bisa dianalisis dan diterapkan (McGinnis, 

2021). 

Perbedaan mendasar antara governance dengan good governance terletak 

pada sifat deskriptif versus normatif. Governance pada level paling dasar merujuk 

pada cara berbagai aktor (negara, pasar, masyarakat sipil) berinteraksi untuk 

mengelola urusan publik: itu adalah fakta empiris tentang “bagaimana” keputusan 

dibuat, siapa yang berperan, mekanisme koordinasi, dan jaringan kekuasaan yang 

terjadi dalam praktik. Dengan kata lain, governance menggambarkan struktur dan 

proses yang ada bisa efektif, buruk, demokratis, atau otoriter tanpa menilai baik-

buruknya. Sebaliknya, good governance adalah versi normatif atau evaluatif dari 

governance: ia merumuskan standar kualitas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

rule of law, efektivitas, inklusivitas, dan lain-lain yang menjadi tolok ukur apakah 

governance itu "baik". Jadi governance adalah apa yang terjadi; good governance 

adalah apa yang seharusnya terjadi menurut norma-norma tertentu (Ayuningtyas, 

2020). 

Untuk memahami cara kerja good governance, penting melihatnya pada tiga 

lapis saling terkait yakni dimensi normatif (prinsip dan nilai),  dimensi institusional 

(aturan, struktur, mekanisme), dan  dimensi implementatif (praktik dan outcome) 

(Hasriani, 2024). Pertama, secara normatif good governance menuntut adanya 

standar etis dan tata aturan: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law, 
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responsivitas, inklusivitas, efektivitas, dan orientasi konsensus. Nilai-nilai ini 

menjadi tujuan akhir yang harus dicapai penyelenggara publik. Namun nilai tanpa 

instrumen tidak cukup: di sinilah dimensi institusional berperan. 

Kedua, di level institusional good governance diwujudkan melalui hukum, 

peraturan, prosedur operasi standar (SOP), lembaga pengawasan (audit, 

ombudsman), mekanisme pengaduan publik, sistem informasi publik, dan struktur 

insentif yang memandu perilaku aktor. Contoh konkret: untuk prinsip transparansi, 

pemerintah membuat regulasi keterbukaan informasi dan portal data; untuk 

akuntabilitas, ada audit keuangan yang bersifat independen dan mekanisme sanksi; 

untuk partisipasi, ada forum konsultasi publik dan mekanisme keterwakilan. 

Kekuatan institusional inilah yang menentukan apakah prinsip normatif menjadi 

rutinitas administrasi atau hanya retorika. 

Ketiga, di level implementatif good governance bekerja melalui rangkaian 

proses operasional:  input (sumber daya, regulasi, kapasitas),  proses (pengambilan 

keputusan, mekanisme partisipasi, pelaksanaannya),  output (layanan, peraturan 

yang diberlakukan), dan  outcome/impact (kepercayaan publik, kesejahteraan, 

keteraturan). Mekanisme kerja yang efektif memperlihatkan beberapa fitur: aliran 

informasi yang jelas (informasi tersedia dan dapat diakses publik), loop umpan 

balik (masukan publik ditindaklanjuti dan tercatat), mekanisme kontrol (audit, 

pengadilan administratif), dan insentif yang selaras (reward/punishment). 

Misalnya, ketika adanya keluhan parkir liar di suatu kawasan, tata kerja good 

governance menuntut: informasi tarif yang jelas dipublikasikan (transparansi)  

forum dialog antara pedagang dan pemerintah (partisipasi & orientasi konsensus)  
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penegakan aturan melalui petugas berwenang sesuai SOP (rule of law & 

akuntabilitas)  evaluasi dampak kebijakan (responsivitas & efektivitas). 

Namun, cara kerja ini bukan linear atau otomatis. Implementasi good 

governance sangat dipengaruhi oleh konteks: kapasitas administrasi (SDM, 

anggaran), struktur politik lokal (adakah elite capture atau patronase), norma sosial 

(penerimaan praktik informal), dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan 

good governance mensyaratkan pendekatan pragmatis dan adaptif: menerjemahkan 

prinsip universal ke dalam aturan dan praktik lokal yang feasible. Di tingkat 

operasional, penerapan good governance efektif bila ada sinkronisasi antara 

peraturan formal dan mekanisme informal yang mengatur perilaku actor misalnya, 

mengintegrasikan koperasi pedagang dalam mekanisme pengelolaan sehingga 

praktik lokal terakomodasi tanpa mengorbankan prinsip dasar seperti transparansi 

dan akuntabilitas (Rahmawati & Tjenreng, 2025). 

Dalam konteks evaluasi (seperti penelitian skripsi), good governance bekerja 

juga sebagai alat analitis: peneliti menguji indikator-indikator operasional (adanya 

peraturan teknis, publikasi informasi, mekanisme pengaduan, frekuensi forum 

partisipatif, bukti penegakan sanksi, hasil audit, persepsi pengguna layanan) untuk 

menilai gap antara standar ideal dan praktik nyata. Pengukuran yang efektif 

menggabungkan data dokumen (perda, perwako), observasi lapangan, wawancara 

aktor kunci, dan survei persepsi agar menangkap dimensi formal dan informal dari 

governance (Sektiono & Nugraheni, 2016). 
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2.2 Good Urban Governance 

Perkembangan wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, 

dan pemerintahan menuntut adanya sistem tata kelola yang mampu menjawab 

kompleksitas persoalan kota. Kota tidak hanya menjadi ruang administratif, tetapi 

juga ruang hidup yang mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat dengan 

latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, pengelolaan kota 

tidak dapat dilakukan secara sektoral dan hierarkis semata, melainkan 

membutuhkan pendekatan tata kelola yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi 

pada kepentingan publik. Dalam konteks inilah konsep urban governance 

berkembang sebagai kerangka yang menekankan pentingnya interaksi antara 

pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara dalam mengelola urusan perkotaan 

(Sumawijaya et al., 2025). 

Urban governance menempatkan pemerintah kota bukan sebagai satu-satunya 

pengambil keputusan, tetapi sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling 

berinteraksi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. 

Pendekatan ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya 

tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan 

publik. Dengan demikian, tata kelola perkotaan tidak hanya dinilai dari 

keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari bagaimana proses pemerintahan 

dijalankan secara demokratis dan berkeadilan (Haikal, 2022) . 

Konsep good urban governance merupakan pengembangan dari konsep good 

governance yang diaplikasikan secara spesifik dalam konteks pemerintahan kota. 

United Nations Development Programme (UNDP) dalam (Rani & Malau, 2025) 
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mendefinisikan good governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, 

ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan suatu negara atau wilayah pada 

semua tingkat pemerintahan. Definisi ini menekankan bahwa tata kelola yang baik 

harus mencerminkan partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, 

responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta 

akuntabilitas. Dalam konteks perkotaan, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar 

dalam mengelola dinamika dan kompleksitas kehidupan kota. 

Selanjutnya, UN-Habitat memperjelas konsep tersebut dalam konteks urban 

dengan menyatakan bahwa urban governance adalah proses pengambilan 

keputusan dan implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dalam 

pengelolaan kota, sedangkan good urban governance menekankan kualitas dari 

proses tersebut yang harus dijalankan secara transparan, partisipatif, dan 

bertanggung jawab. Dengan demikian, good urban governance tidak hanya 

berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga pada mekanisme dan prosedur 

penyelenggaraan pemerintahan kota. 

Secara teoritis, Gerry Stoker memandang urban governance sebagai 

pergeseran dari model government yang bersifat top-down menuju pola tata kelola 

berbasis jaringan. Dalam kerangka ini, pemerintah kota tidak lagi bertindak sebagai 

penguasa tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan 

kepentingan berbagai aktor dalam pembangunan kota. Pandangan serupa 

dikemukakan oleh Pierre dan Peters yang menekankan bahwa good urban 

governance tercermin dari kemampuan pemerintah kota dalam mengelola relasi 

antara aktor publik dan privat secara efektif dan akuntabel. 
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Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, good urban governance dapat 

dipahami sebagai tata kelola pemerintahan kota yang dijalankan secara kolaboratif, 

demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik, dengan menjadikan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik sebagai dasar dalam setiap proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan kebijakan perkotaan. 

Prinsip-prinsip good urban governance berfungsi sebagai pedoman normatif 

dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan kota. Salah satu prinsip 

utama adalah partisipasi masyarakat, yang menempatkan warga kota sebagai subjek 

aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. 

Partisipasi yang efektif memberikan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah kota 

serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan riil 

masyarakat (Bellastuti, 2023). 

1. Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability) 

Transparansi merupakan perilaku dan prinsip tata kelola yang menekankan 

keterbukaan informasi, proses, serta pengambilan keputusan kepada seluruh 

pihak yang berkepentingan. Transparansi memastikan bahwa kebijakan, 

tindakan, dan penggunaan sumber daya dapat diketahui, dipahami, dan diawasi 

oleh publik. Sementara itu, akuntabilitas menuntut agar para pengambil 

keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil 

bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka lakukan, 

baik kepada masyarakat luas maupun kepada pemangku kepentingan 

kelembagaan. Dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan 
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publik dapat terbangun, penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan, serta 

kualitas pelayanan dan kinerja organisasi dapat ditingkatkan. 

2. Efektivitas dan efisiensi (Effectiveness and efficiency) 

Prinsip efektivitas dan efisiensi menekankan kemampuan pemerintah kota 

dalam mencapai tujuan kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang 

optimal. UN Habitat mengaitkan prinsip ini dengan kapasitas institusional 

pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik. 

Dalam konteks perkotaan, efektivitas diukur dari sejauh mana kebijakan 

mampu menjawab permasalahan kota, sedangkan efisiensi berkaitan dengan 

penggunaan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia secara rasional. 

Literatur urban policy menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah kota dalam 

mengelola sumber daya secara efisien sering berdampak pada menurunnya 

kualitas layanan dasar dan meningkatnya ketimpangan sosial. 

3. Partisipasi  

Partisipasi adalah Publik yang memiliki kepentingan dilibatkan dalam proses 

perumusan dan/atau pengambilan keputusan terkait kebijakan publik yang 

ditujukan bagi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi 

unsur yang sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap pengambilan kebijakan 

yang berdampak pada kepentingan masyarakat secara luas. 

4. Supermasi hukum dan Kepastian Hukum (Rule of Law) 

Supremasi hukum merupakan fondasi normatif good urban governance. 

Prinsip ini menuntut agar seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah kota 

berlandaskan hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten tanpa 
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diskriminasi. UN-Habitat menekankan bahwa kepastian hukum dalam tata 

kelola perkotaan penting untuk melindungi hak-hak warga kota serta 

menciptakan iklim pemerintahan yang tertib. Berbagai kajian akademik 

menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kota, seperti 

regulasi yang tumpang tindih atau penegakan hukum yang selektif, berpotensi 

menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kualitas tata kelola. 

2.3 Madani Street Food   

Madani Street Food   merupakan salah satu jenis usaha kecil yang bergerak di 

bidang makanan dan memiliki peringkat yang tinggi karena mematuhi standar 

makanan yang baik dan syariat Islam. Nama "Madani" sendiri mengacu pada 

konsep masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi tanggung 

jawab sosial, keadilan, dan etika. Dalam konteks Madani Street Food  , makanan 

kaki lima yang biasanya dikaitkan dengan kegiatan ekonomi informal 

dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang tidak hanya berfokus pada 

keuntungan tetapi juga pada etika, pengabdian kepada masyarakat, dan 

keberhasilan usaha kecil (Banurea, 2021). 

Selain sebagai kegiatan ekonomi, Madani Street Food   juga mengedepankan 

budaya gotong royong dan kerja sama tim. Para pelaku usaha tidak beroperasi 

secara mandiri, melainkan menjadi bagian dari komunitas atau tim yang terus 

tumbuh dan berubah. Melalui sistem ini, pengendalian kualitas, kebersihan, dan 

harga makanan menjadi lebih efektif. Dengan fokus pada prinsip-prinsip Islam, 

seperti kejujuran, amanah, dan pelayanan yang baik, Madani Street Food   menjadi 
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contoh bagaimana sebuah usaha kecil dapat dijalankan secara profesional dan 

dengan penekanan kuat pada nilai-nilai moral dan sosial. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk memberikan penjelasan dan 

menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini. 

No. Sumber Hasil Penelitian 
Perbedaan dengan 

Penelitian Ini 

1 

Akbar, M. R., 

Hawing, H., & Aulia, 

N. (2019). Good 

Urban Governance 

dalam Pembangunan 

Ruko Bumi 

Tamalanrea Permai 

di Kota Makassar. 

Moderat: Jurnal 

Ilmiah Ilmu 

Pemerintahan. 

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

penerapan prinsip good 

urban governance 

dalam pembangunan 

ruko belum berjalan 

optimal, khususnya 

pada aspek partisipasi 

masyarakat, konsistensi 

regulasi tata ruang, 

serta transparansi 

proses perizinan. 

Penelitian ini berfokus pada 

pembangunan properti 

komersial formal (ruko) 

sebagai objek kajian, 

sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis 

menitikberatkan pada tata 

kelola aktivitas ekonomi 

perkotaan berbasis sektor 

informal, yaitu Street Food  

. Selain itu, perbedaan juga 

terletak pada locus 

penelitian dan karakteristik 

aktor yang terlibat dalam 

tata kelola. 

2 

Tahir, M. M. (2015). 

Good Urban 

Governance: Peran 

Pemerintah dalam 

Pembangunan 

Wilayah Kecamatan 

di Kota Makassar. 

Government: Jurnal 

Ilmu Pemerintahan, 

8(1). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

peran pemerintah dalam 

mewujudkan good 

urban governance pada 

tingkat kecamatan 

belum optimal, 

terutama dalam aspek 

keberlanjutan, 

transparansi, dan 

pelibatan masyarakat. 

Penelitian ini mengkaji good 

urban governance secara 

umum dalam konteks 

pembangunan wilayah 

kecamatan, sedangkan 

penelitian penulis secara 

spesifik menganalisis 

implementasi prinsip good 

urban governance pada 

pengelolaan kawasan 

ekonomi tematik (Street 

Food  ), sehingga memiliki 

fokus sektoral dan analisis 

yang lebih kontekstual. 

3 

Akmul, A., Tadung, 

E., & Rudiyansyah. 

(2023). Good Urban 

Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

penerapan good urban 

Fokus penelitian ini 

diarahkan pada good urban 

governance sebagai respons 
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No. Sumber Hasil Penelitian 
Perbedaan dengan 

Penelitian Ini 

Governance in 

Dealing with the 

Impact of 

Urbanization in 

Makassar City. 

Migration Letters, 

20(5). 

governance dalam 

menghadapi dampak 

urbanisasi masih 

menghadapi kendala 

pada penyediaan 

layanan publik dan 

rendahnya partisipasi 

masyarakat. 

terhadap dampak urbanisasi 

secara makro, sedangkan 

penelitian penulis tidak 

menempatkan urbanisasi 

sebagai variabel utama, 

melainkan menitikberatkan 

pada tata kelola kebijakan 

mikro perkotaan dalam 

pengelolaan aktivitas 

ekonomi informal. 

4 

Bellastuti & 

Fathurrahman (2023). 

Konsepsi Good 

Urban Governance 

sebagai Kerangka 

Pembangunan Kota 

Berkelanjutan. 

Dialogue: Jurnal Ilmu 

Administrasi Publik. 

Penelitian ini 

menekankan good 

urban governance 

sebagai kerangka 

normatif dan 

konseptual dalam 

mewujudkan 

pembangunan kota 

berkelanjutan melalui 

kolaborasi multiaktor. 

Penelitian ini bersifat 

konseptual-teoretis tanpa 

studi kasus empiris, 

sedangkan penelitian penulis 

menggunakan pendekatan 

empiris dengan studi kasus 

spesifik, sehingga 

menghasilkan analisis 

implementatif terhadap 

prinsip good urban 

governance dalam praktik 

tata kelola perkotaan. 

5 

Alwini, A. F., & 

Herdiansyah, H. 

(2018). Urban 

Governance 

Management 

Towards Managing 

Slum Area in 

Indonesian Cities. 

Matra Pembaruan: 

Jurnal Inovasi 

Kebijakan, 2(2). 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tata kelola perkotaan 

dalam penanganan 

kawasan kumuh 

membutuhkan 

koordinasi lintas aktor 

dan data yang akurat 

untuk meningkatkan 

efektivitas kebijakan. 

Penelitian ini berfokus pada 

isu penanganan kawasan 

kumuh sebagai 

permasalahan struktural 

perkotaan, sedangkan 

penelitian penulis 

memusatkan perhatian pada 

tata kelola ruang dan 

aktivitas ekonomi publik, 

khususnya dalam konteks 

pengelolaan kawasan Street 

Food   sebagai bagian dari 

dinamika ekonomi 

perkotaan. 
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2.5 Pandangan Islam Mengenai Good Urban Governance 

Secara konseptual, Good Urban Governance memiliki kesamaan nilai dengan 

prinsip tata kelola dalam Islam yang menekankan keadilan (al-‘adl), amanah, 

musyawarah (syura), dan tanggung jawab (mas’uliyyah). Dalam perspektif Islam, 

tata kelola yang baik bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari 

tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. 

Konsep kepemimpinan dan pengelolaan masyarakat dalam Islam bertumpu pada 

prinsip amanah, yakni bahwa kekuasaan dan jabatan merupakan titipan Allah SWT 

yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. 

Menurut bahasa, amanah berarti sesuatu yang dipercayakan. Sedangkan 

menurut istilah, amanah adalah segala bentuk tanggung jawab yang harus 

ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat dan nilai keadilan. Dalam konteks tata 

kelola perkotaan, amanah bermakna bahwa pemerintah sebagai pengelola kota 

wajib mengatur, mengelola, dan melayani masyarakat secara transparan, adil, dan 

bertanggung jawab. Setiap kebijakan publik yang dibuat harus berorientasi pada 

kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), bukan pada kepentingan pribadi atau 

golongan tertentu. 

Landasan hukum mengenai tata kelola yang baik dalam Islam dapat 

ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Allah SWT berfirman: 

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰنٰتِ الِٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوْا بِ   الْعَدْلإِنَّ اللّٰه
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]: 58). 



33 

 

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus 

dilandasi prinsip amanah dan keadilan. Dalam konteks Good Urban Governance, 

keadilan tercermin dalam distribusi pelayanan publik yang merata, pengelolaan 

ruang kota yang tidak diskriminatif, serta kebijakan yang berpihak pada kelompok 

rentan. 

Selain itu, prinsip musyawarah sebagai fondasi partisipasi publik ditegaskan 

dalam firman Allah SWT: 

 وَأمَْرُهُمْ شُورَىٰ بيَْنهَُمْ 
“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. 

Asy-Syura [42]: 38). 

Ayat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam kehidupan 

bermasyarakat harus melibatkan partisipasi bersama. Dalam tata kelola perkotaan, 

prinsip ini sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, 

pengawasan kebijakan, serta evaluasi pelayanan publik. Islam tidak membenarkan 

kepemimpinan yang otoriter dan tertutup, melainkan mendorong keterlibatan 

masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial. 

Good Urban Governance juga menuntut transparansi dan akuntabilitas. 

Dalam Islam, konsep pertanggungjawaban sangat kuat karena setiap pemimpin 

akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah 

SAW bersabda: 

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Hadits ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah privilese, melainkan 

beban tanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan kota, pejabat publik wajib 
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mempertanggungjawabkan kebijakan, penggunaan anggaran, serta dampak 

kebijakan terhadap masyarakat. 

Dari perspektif Islam, manusia adalah makhluk sosial yang kehidupannya 

saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pengelolaan kota harus dibangun 

atas dasar keadilan sosial dan keseimbangan. Islam memandang kota bukan sekadar 

ruang fisik, tetapi ruang kehidupan bersama yang harus dikelola dengan nilai 

kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum. 

Ketimpangan sosial, korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketertutupan 

informasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan bertentangan 

dengan prinsip tata kelola Islami. 

Asas agama Islam adalah membangun kehidupan kolektif yang harmonis, di 

mana hubungan antara individu dan masyarakat didasarkan pada tanggung jawab 

bersama. Individu memiliki keterbatasan, sehingga tata kelola kota harus 

mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya. Prinsip 

ta’awun (tolong-menolong) dalam kebaikan menjadi fondasi kerja sama dalam 

membangun kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

Allah SWT berfirman: 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِر ِ وَالتَّقْوَىٰ وَلََ تعََ   اوَنوُا عَلَى الِْْ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah 

[5]: 2). 

Ayat ini menjadi landasan bahwa kolaborasi dalam tata kelola kota harus 

diarahkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila dalam suatu 

kota terdapat semangat kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, 
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maka hal tersebut menjadi modal utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, 

baik secara material maupun spiritual. 

Dengan demikian, Good Urban Governance dalam perspektif Islam bukan 

hanya persoalan efektivitas administrasi, tetapi merupakan manifestasi nilai-nilai 

tauhid, amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Tata kelola kota 

yang baik adalah tata kelola yang menghadirkan keseimbangan antara kepentingan 

individu dan kepentingan publik, antara pembangunan fisik dan pembangunan 

moral, serta antara kekuasaan dan pertanggungjawaban. Islam sangat menekankan 

pentingnya pengelolaan kehidupan bersama secara kolektif, karena melalui 

kebersamaan dan nilai persatuan, berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan 

dengan lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. 

2.6 Definisi Konsep 

Konsep adalah sekelompok konsep dan variable yang saling berhubungan yang 

secara otomatis di susun, digeneralisasikan dan memberikan penjelasan terhadap 

sesuatu fenomena atau fakta. Konsep yang penulis kembangkan didefinisikan 

sebagai berikut: 

a) Tata Kelola (Governance) 

Tata kelola adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam konteks pemerintahan daerah, tata kelola merujuk pada bagaimana 

pemerintah merumuskan kebijakan, melaksanakan, dan mengawasi pelayanan 

publik. Pada penelitian ini, tata kelola difokuskan pada bagaimana Pemerintah Kota 
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Pekanbaru bersama pemangku kepentingan mengatur, membina, dan mengawasi 

kawasan Madani Street Food   sebagai pusat kuliner terpadu. 

b) Good Governance 

Good governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan 

pada penyelenggaraan negara secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, 

responsif, berlandaskan hukum, berorientasi konsensus, serta menjamin kesetaraan 

bagi seluruh masyarakat. Menurut UNDP (1997), good governance merupakan 

praktik penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam 

mengelola urusan suatu negara pada semua tingkatan berdasarkan prinsip 

demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam penelitian ini, good governance 

dipahami sebagai seperangkat prinsip analisis untuk menilai kualitas tata kelola 

Madani Street Food   di Pekanbaru. 

c) Good Urban Governance 

Dalah konsep tata kelola pemerintahan perkotaan yang menekankan pada 

penyelenggaraan pemerintahan kota secara partisipatif, transparan, dan akuntabel 

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Konsep ini bertujuan untuk 

mewujudkan pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik yang efektif, efisien, 

berkeadilan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan, sehingga 

mampu mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. 

d) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

UMKM adalah kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan individu atau 

kelompok dengan skala kecil hingga menengah, sebagaimana diatur dalam UU No. 
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20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM berperan penting dalam pembangunan 

ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan 

pemerataan ekonomi. Dalam penelitian ini, UMKM yang dimaksud adalah pelaku 

usaha Street Food   yang tergabung dalam Madani Street Food   Pekanbaru 

e) Street Food   

Street Food   adalah usaha kuliner yang beroperasi di ruang publik, dengan ciri 

harga terjangkau, penyajian cepat, dan mudah diakses. Umumnya dikelola oleh 

pedagang kecil (UMKM) dalam sektor informal perkotaan. Dalam penelitian ini, 

Street Food   dipahami sebagai usaha kuliner masyarakat yang difasilitasi 

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pengelolaan kawasan Madani Street Food . 

2.7 Konsep Operasional  

Tabel 2.1Tabel Operasional 

Variabel Indikator Sub-Indikator 

Prinsip 

Good Urban 

Governance 

Menurut 

UNDP 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

(Transparancy and 

accountability) 

a. Keterbukaan Informasi Kebijakan 

Kepada Publik 

b. kewajiban pejabat publik dalam 

memberikan pertanggungjawaban 

Supermasi hukum dan 

kepastian hukum 

(Rule of Law and 

Legal Certainty) 

a. keberadaan dasar hukum yang jelas 

dalam penyelenggaraan tata  kelola 

b. penegakan hukum dalam tata kelola 

Partisipasi  

  

a. keterlibatan dalam merumuskan 

atau mengambil keputusan 

Efektivitas dan 

efisiensi 

 

a. Kesesuaian kebijakan pengelolaan 

kawasan dengan tujuan penataan 

b. Penggunaan sumber daya secara 

optimal dalam pengelolaan 
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2.8   Kerangka Pemikiran 

Tabel 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good Urban Governance Dalam Tata Kelola 

Madani Street Food   Di Cut Nyak Dien Kota 

Pekanbaru 

Fenomena yang terjadi: 

1. Tidak terimplementasinya aturan resmi tarif parkir (Perwako No. 02 

Tahun 2025). 

2. Munculnya pungutan harian sebesar Rp2.000  

3. Tidak dilibatkannya UMKM dalam pengambilan keputusan  

4. Ketiadaan regulasi yang tertulis dan teknis dalam mengatur kawasan 

Madani Street Food  . 

5. Terjadinya kemacetan diakibatkan jumlah pengunjung tidak sesuai 

dengan besaran parkiran 

Good Urban 

Governance 

1. Transparansi  dan Akuntabilitas (Transparancy and 

Accountability) 

2. Supremasi Hukum dan Kepastian Hukum (Rule of Law 

and Legal Certainty) 

3. Partisipasi (Participation) 

4. Efektivitas dan efisiensi 

5. and Legal Certainty) 

Terwujudnya Good Urban Governance Dalam Tata 

Kelola Madani Street Food   Di Cut Nyak Dien Kota 

Pekanbaru 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian 

Pennelitian ini dilaksanakan di jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru, wilayah 

ini dipilih oleh peneliti untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip good urban 

governance dalam tata kelola madani Streat Food sesuai dengan konsep "Good 

Urban". Penelitian akan dilaksanakan dari bulan Oktober 2025 hingga selesai. 

Pemilihan lokasi penelitian di kawasan Madani Street Food Jalan Cut Nyak 

Dien Kota Pekanbaru didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, kawasan ini 

merupakan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk menata usaha kuliner 

atau Street Food agar lebih tertib, sehingga sesuai dengan fokus penelitian tentang 

good urban governance. Kedua, di lapangan masih ditemukan beberapa 

permasalahan, seperti ketidaksesuaian tarif parkir, adanya pungutan tambahan, 

serta belum adanya aturan tertulis yang jelas. Selain itu, kawasan ini juga 

melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, koperasi, pelaku UMKM, dan 

masyarakat. Hal ini membuat lokasi ini menarik untuk diteliti karena 

menggambarkan kondisi nyata tata kelola perkotaan. 

3.2 Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih deingan tujuan untuk 

memberikan gambaran yang sistematis, menyeluruh, rinci, dan mendalam tentang 

permasalahan Tata Kelola Madani Streat Food di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru 
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berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang ditekankan pada 

proses dan makna. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan analisis 

kualitatif dari data yang berkualitas tinggi. Dengan kata lain, penelitian kualitatif 

lebih menitikberatkan pada proses teirjadinya dan cara pandang atau perspektif dari 

pada makna yang terukur ( H.B.Sutopo., 2002). 

3.3 Sumber Data 

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data yaitu (Hafizah et al., 2025) :  

1. Data Primer, merupakan data yang dikumpulkan langsung dari hasil 

wawancara. Data primer dalam penelitian ini dipeiroleh dari wawancara 

dengan bidang Koperasi dan UMKM, Pelaku UMKM, dan Juru Parkir yang 

teirlibat dalam tata kelola madani Streat Food Kota Pekanbaru. Data primer 

adalah informasi yang teirkumpul secara langsung di lapangan. Informasi 

ini didapat langsung dari pihak yang terlibat secara langsung dalam masalah 

yang diteliti, sehingga dianggap sebagai sumber data primer karena 

memberikan informasi mendalam tentang prmasalahan yang sedang diselidiki. 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan 

Pemerintah, Pelaku UMKM dan Juru Parkir yang terlibat dalam tata kelola 

madani Streat Food Kota Peikanbaru. 

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleih secara tidak langsung melalui 

peinggunaan berbagai sumber referensi seperti arsip, makalah, jurnal ilmiah, 

literatur, regulasi hukum, dokumen yang dikeluarkan oleh pihak terkait, dan 

buku-buku yang relevan dengan topik tata kelola madani streat food. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa langkah yang peneliti ambil dalam meindapatkan data untuk 

peinelitian ini antara lain: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses komunikasi langsung di mana dua orang atau 

lebih saling bertanya dan menjawab pertanyaan. Intinya adalah bagaimana 

peiwawancara dan responden (informan) bertemu secara tatap muka untuk 

mengumpulkan data yang relevan dalam konteks peineilitian. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi meilibatkan proses merekam dan mengambil sumber- sumber 

yang dapat diakses, baik dalam bentuk laporan maupun dokumen. Dokumen atau 

arsip meirujuk pada catatan tertulis tentang suatu peiristiwa atau keigiatan tertentu. 

3. Observasi Lapangan 

Teknik observasi adalah suatu proses yang meilibatkan interaksi yang 

kompleks antara alam dan pikiran yang berbeda. Dalam proses ini, observasi dan 

peingingatan memiliki peran yang sangat peinting. Ketika kita meingamati perilaku 

manusia, aktivitas kerja, atau peristiwa alam tertentu, dan jika subjek yang diamati 

tidak terlalu banyak, maka metode pengumpulan data melalui observasi digunakan. 

3.5 Informan Peneliti 

Informan penelitian merupakan pihak yang mengetahui dan memberikan 

informasi yang dalam hal ini sebagai narasumber yang memahami objek penelitian 

dan mampu memberikan penjelasan tentang topik penelitian yang sedang 

dilaksanakan.  
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Penentuan informan selanjutnya mengguanakan Teknik purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan Teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, diantaranya adalah informan yang dianggap paling tahu 

tentang informasi yang diharapkan . adapun informan pada penelitian ini, yaitu :  
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Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No. Informan Jumlah 

1 Kepala Koperasi Primkopkar 0301 Pekanbaru 1 

2 Usaha mikro, kecil, dan menengah 2 

3 Juru parkir 2 

4 pengunjung 2 

 

3.6 Analisis Teknik Data 

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi data. Dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam 

menyusun hasil penelitian itu. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Madani 

Streat Food Di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru, penulis menggunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran 

terperinci mengenai Akuntabilitas Kota Dalam Tata Kelola Madani Streat Food Di 

Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru dalam mewujudkan tata kelola UMKM dan tata 

kelola di madani streat food, berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk pernyataan yang dilengkapi dengan menguraikan serta 

mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk 

menjawab masing-masing masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil 

yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. Dalam metode analisa data ada 

beberapa tahapan, yaitu:  
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a. Tahap reduksi data  

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, 

kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal itulah yang harus 

dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Tahap reduksi data 

adalah penyederhanaan, klasifikasi, dan penghilangan data yang tidak diperlukan 

sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan 

mempermudah penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan bagian dari metode 

analisis informasi kualitatif. Karena kompleksitas dan volume informasi, sesi 

reduksi diperlukan untuk analisi informasi guna menentukan releven atau tidaknya 

informasi tersebut dengan tujuan akhir. 

b. Tahap penyajian data  

Tahapan metode analisis data kualitatif adalah tahapan penyajian data 

informasi. Suatu kegiatan yang dikenal dengan penyajian informasi mengacu pada 

proses pengorganisasian kumpulan data dengan cara yang sistematis dan sederhana 

untuk dipahami secara berurutan. Sehingga memungkinkan untuk menarik 

kesimpulan darinya. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai format, antara 

lain pembacaan naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, jaringan, dan 

bagan. Dengan mengenalkan data ini, data akan dikoordinasikan dan disusun dalam 

suatu desain hubungan, sehingga akan lebih jelas.  
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c. Penarikan Kesimpulan  

Langkah terakhir dalam metode analisis data kualitatif adalah menarik 

kesimpulan dan memverifikasi informasi. Langkah ini berusaha agar hasil reduksi 

informasi selalu mengacu pada tujuan analisis. Dengan mencari hubungan, 

persamaan, atau perbandingan, tahap ini bertujuan untuk mencari informasi makna 

dari data terkumpul guna menarik kesimpulan sebagai jawaban atas kasus yang ada. 

Ada kemungkinan bahwa kesimpulan awal akan berubah jika tahap pengumpulan 

informasi selanjutnya tidak menghasilkan fakta pendukung. Namun, jika bukti yang 

valid mendukung kesimpulan yang dicapai pada tahap kesimpulan awal, maka 

dianggap kredibel. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk memastikan suatu 

penilaian yang lebih tepat dan tidak memihak tentang kesesuaian informasi dengan 

konsep dasar analisis. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Di masa lampau, Pekanbaru banyak diketahui sebagai "Senapelan", yang 

dipimpin seorang kepala suku yang dikatakan sebagai Batin. Seiring berjalannya 

waktu, wilayah ini mengalami perkembangan menjadi kawasan pemukiman yang 

lebih modern yang kemudian dikenal sebagai Dusun Payung Sekaki, terletak di 

muara Sungai Siak. 

Pada tanggal 9 April 1689, terjadi perjanjian antara Kerajaan Johor dan 

Belanda (VOC). Dalam perjanjian tersebut, Belanda diberikan hak-hak yang 

signifikan, termasuk pembebasan cukai dan monopoli atas beberapa jenis barang 

dagangan, serta izin untuk mendirikan Loji di Petapahan, sebuah kawasan yang saat 

itu dianggap maju. Namun, kapal Belanda tidak bisa memasuki daerah Petapahan 

sehingga Senapelan jadi tempat berhentinya kapal Belanda yang kemudian berlayar 

menggunakan perahu- perahu keci menuju Petapahan. 

Dengan dijadikannya Senapelan sebagai Tempat di mana berbagai komoditas 

perdagangan dari luar maupun dalam negeri dikumpulkan., daerah ini memiliki 

peran krusial pada lalu lintas perdagangan. Letaknya Kedudukan yang strategis dan 

keadaan Sungai Siak yang damai menjadikannya sebagai persimpangan penting 

antara daerah Tapung, minagkabau dan Kampar. Ini yang menjadi alasan 

pengembangan infrastruktur jalan darat melalui jalur Teratak Buluh (Sungai 
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Kelulut), Tangkerang, hingga ke Senapean bertujuan untuk menciptakan akses 

perdagangan yang lebih baik dan menjadi pintu gerbang perdagangan. 

Kemajuan Senapelan terkait dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Sejak Sultan 

Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di Senapelan, dimana dia memulai 

pembangunan. Istana di Kampung Bukit yang terletak sekitaran Masjid Raya saat 

ini. Selain itu, beliau juga berinisiatif membuka usaha dan mendirikan pekan atau 

pasar, tetapi sangat disayangkan tidak ada perkembangan. Setelah itu, upaya yang 

telah dimulai tersebut diteruskan oleh putranya yang bernama Raja Muda 

Muhammad Ali, yang juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil 

Muazamsyah. 

Seiring berkembangnya zaman, Senapelan kemudian lebih populer disebut 

Pekanbaru, yang pada Selasa, tanggal 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 M, Kota 

Pekanbaru secara resmi didirikan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil 

Muazamsyah pada masa pemerintahan Sultan Yahya, dan kemudian tanggal 

tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah Sultan 

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meninggalkannya, Senapelan diberikan 

kepada seorang Datuk Bandar, yang didampingi oleh empat Datuk Besar, termasuk 

Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar. 

Setelah Indonesia merdeka, Berdasar Penetapan Gubernur Sumatera di Medan 

Nomor 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi Daerah 

Otonomi yang setelahnya dikenal sebagai Harminte (Kota Baru), dan juga diangkat 

sebagai Kota Praja Pekanbaru. Kemudian 20 Januari 1959 ditetapkan Pekanbaru 
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sebagai ibukota Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor Des 52/1/44-25 

memberikan Pekanbaru status sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II. 

Sejak itulah Kota Pekanbaru mulai dibangun Beberapa bangunan harus 

dibangun dengan cepat untuk menampung pemindahan kantor dan staf yang 

sebelumnya berada di Tanjungpinang ke PekanbaruPada saat yang sama, terjadi 

perubahan dalam struktur pemerintahan daerah sesuai dengan Perpres Nomor 6 

tahun 1959, yang kemudian diimplementasikan. Kemudian, Gubernur Provinsi 

Riau pada saat itu, yaitu Mr. S.M. Amin, diganti oleh Letkol Kaharuddin Nasution, 

yang diresmikan sebagai penggantinya di Gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru pada 

tanggal 6 Januari 1960. 

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru 

4.1.2.1 Letak Dan Luas 

Pekanbaru berada di antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' 

Lintang Utara. Ketinggian Kota Pekanbaru dari permukaan laut berkisar antara 5 

hingga 50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 

7 September 1987, wilayah Kota Pekanbaru diperluas dari sekitar 62,96 kilometer 

persegi menjadi sekitar 446,50 kilometer persegi Kota Pekanbaru terdiri dari 8 

Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Hasil pengukuran/pematokan oleh BPN Tk. I 

Riau menetapkan luas Kota Pekanbaru sebesar 632,26 kilometer persegi. Dengan 

pertambahan jumlah penduduk dan proyek pembangunan yang semakin meningkat, 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga ikut meningkat Sehingga untuk Untuk 

membuat tata kelola pemerintahan yang lebih teratur dan memperhatikan wilayah 

yang semakin meluas, Kecamatan Baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 
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4 Tahun 2003 Kota Pekanbaru, sehingga total menjadi 12 Kecamatan. Juga, jumlah 

Kelurahan/Desa bertambah menjadi 58 dengan Peraturan Daerah tahun 2003. 

4.1.2.2   Iklim 

Secara umum, Kota Pekanbaru memiliki iklim tropis, di mana suhu udara 

maksimum berkisar antara 34,1º C hingga 35,6º C, dan suhu minimum berkisar 

antara 20,2º C hingga 23,0º C. Curah hujan Kota Pekanbaru berkisar antara 38,6 

hingga 435,0 mm per tahun. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan Januari hingga 

April dan September hingga Desember, sedangkan musim kemarau berlangsung 

dari bulan Mei hingga Agustus 

4.2 Letak Geografis Madani Street Food   

Madani Street Food   berlokasi di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien, Kota 

Pekanbaru, Provinsi Riau. Jalan Cut Nyak Dien merupakan salah satu ruas jalan 

utama di wilayah pusat kota yang memiliki peran strategis sebagai penghubung 

antar kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan aktivitas perkantoran. Secara 

administratif, kawasan ini berada dalam wilayah Kota Pekanbaru yang 

berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. 

Secara geografis, posisi Madani Street Food   berada pada kawasan 

perkotaan dengan tingkat kepadatan aktivitas masyarakat yang relatif tinggi. 

Lokasinya yang berada di tepi jalan utama menjadikan kawasan ini mudah diakses 

oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru, baik menggunakan 

kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Aksesibilitas yang tinggi tersebut 

menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya intensitas kunjungan 

masyarakat ke Madani Street Food  , khususnya pada sore hingga malam hari. 
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Lingkungan sekitar Madani Street Food   didominasi oleh kawasan 

permukiman penduduk, pusat perbelanjaan, fasilitas jasa, serta beberapa bangunan 

perkantoran dan fasilitas umum. Kondisi ini menjadikan Madani Street Food   tidak 

hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi pelaku UMKM kuliner, tetapi 

juga sebagai ruang interaksi sosial masyarakat perkotaan. Keberadaan pembeli 

yang berasal dari berbagai latar belakang sosial memperkuat fungsi kawasan ini 

sebagai ruang publik yang terbuka dan inklusif. 

Namun demikian, letak geografis Madani Street Food   yang berada di 

badan atau tepi jalan utama juga menimbulkan konsekuensi terhadap tata ruang dan 

ketertiban lalu lintas. Keterbatasan ruang parkir di sekitar kawasan menyebabkan 

sebagian pengunjung memanfaatkan bahu jalan sebagai area parkir, yang 

berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. 

Selain itu, aktivitas jual beli yang berlangsung di ruang terbuka turut menuntut 

pengelolaan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

4.3 Jumlah UMKM 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kawasan Madani Street Food   di 

Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru dihuni oleh puluhan pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner. Jumlah UMKM 

yang beroperasi di kawasan ini tercatat sekitar 350 unit lapak, yang sebagian besar 

menjual makanan dan minuman siap saji seperti makanan tradisional, kuliner 

modern, serta minuman ringan. Para pelaku UMKM tersebut menempati lapak-
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lapak yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui kerja sama dengan pihak 

pengelola kawasan. 

Keberadaan puluhan UMKM di Madani Street Food   menunjukkan 

tingginya aktivitas ekonomi sektor informal di kawasan tersebut. UMKM tidak 

hanya berperan sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai aktor 

penting dalam pemanfaatan ruang publik perkotaan. Aktivitas jual beli yang 

berlangsung setiap hari, khususnya pada sore hingga malam hari, menjadikan 

Madani Street Food   sebagai salah satu pusat kuliner yang ramai dikunjungi 

masyarakat Kota Pekanbaru. 

4.4 Primkopkar 0301 Pekanbaru 

Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) 0301 Pekanbaru, yang merupakan 

salah satu koperasi karyawan yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau. Primkopkar 0301 Pekanbaru dibentuk sebagai lembaga ekonomi yang 

beranggotakan para karyawan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan 

anggota melalui pengelolaan usaha koperasi yang berlandaskan prinsip 

kebersamaan, kemandirian, dan demokrasi ekonomi. Keberadaan koperasi ini 

merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Secara yuridis, Primkopkar 0301 Pekanbaru beroperasi berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta 

peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan 

pengawasan koperasi. Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi ini juga 
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berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang 

telah disepakati bersama oleh anggota sebagai pedoman normatif dalam 

pelaksanaan kegiatan organisasi dan usaha koperasi. 

Dari segi geografis, Primkopkar 0301 Pekanbaru berlokasi di wilayah 

perkotaan yang strategis dan mudah diakses, baik oleh anggota koperasi maupun 

oleh pihak eksternal yang berkepentingan. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota 

Provinsi Riau memiliki karakteristik sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan 

jasa, sehingga aktivitas ekonomi di wilayah ini berkembang cukup pesat. Kondisi 

tersebut turut memengaruhi dinamika operasional koperasi, baik dari segi peluang 

pengembangan usaha maupun tantangan dalam pengelolaan organisasi koperasi di 

tengah persaingan ekonomi yang semakin kompleks. 

Lingkungan sosial dan ekonomi di sekitar lokasi koperasi relatif heterogen, 

dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal ini berdampak pada karakter 

anggota koperasi yang memiliki latar belakang pekerjaan, tingkat pendidikan, dan 

kebutuhan ekonomi yang beragam. Keragaman tersebut menuntut pengelolaan 

koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel agar koperasi mampu 

menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga ekonomi anggota. 

Secara kelembagaan, struktur organisasi Primkopkar 0301 Pekanbaru terdiri 

atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang berwenang menetapkan 

kebijakan umum, memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas, serta 

mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus. Pengurus bertanggung jawab 

atas pengelolaan koperasi sehari-hari, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan 
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pengendalian kegiatan usaha koperasi. Sementara itu, pengawas memiliki peran 

penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus agar pengelolaan 

koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

AD/ART koperasi. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Primkopkar 0301 Pekanbaru 

berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota, antara lain melalui unit 

usaha simpan pinjam dan bentuk usaha lainnya yang relevan dengan kebutuhan 

karyawan. Unit usaha tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi 

langsung bagi anggota, baik dalam bentuk kemudahan akses permodalan maupun 

peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Namun demikian, pengelolaan 

unit usaha koperasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan 

sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta tingkat partisipasi anggota 

dalam kegiatan koperasi. 

Pemilihan Primkopkar 0301 Pekanbaru sebagai lokasi penelitian didasarkan 

pada pertimbangan bahwa koperasi ini merupakan representasi koperasi karyawan 

yang beroperasi di lingkungan perkotaan dengan kompleksitas permasalahan tata 

kelola yang cukup tinggi. Selain itu, koperasi ini memiliki peran strategis dalam 

mendukung kesejahteraan anggota, namun dalam praktiknya masih dihadapkan 

pada persoalan terkait akuntabilitas, transparansi, efektivitas pengawasan, serta 

partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. 

Dengan demikian, Primkopkar 0301 Pekanbaru dipandang relevan sebagai 

lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang mendalam terkait 

pengelolaan koperasi karyawan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
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gambaran nyata mengenai kondisi faktual koperasi, sekaligus menjadi dasar dalam 

merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola koperasi agar selaras dengan 

prinsip-prinsip good governance dan ketentuan hukum yang berlaku. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan prinsip good urban governance dalam pengelolaan kawasan Madani 

Street Food di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. 

Hal ini terlihat dari beberapa indikator utama, seperti transparansi yang belum 

sepenuhnya konsisten dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, 

khususnya terkait tarif dan aturan yang berlaku di lapangan. Selain itu, partisipasi 

pelaku UMKM dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, sehingga 

kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat top-down. Pada aspek akuntabilitas, 

pengelolaan kawasan telah berjalan, namun masih terdapat keterbatasan dalam 

pengawasan yang berdampak pada kurang konsistennya penerapan aturan. 

Sementara itu, dari aspek supremasi hukum, meskipun telah terdapat payung 

hukum berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018, namun 

pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum didukung oleh regulasi teknis 

yang lebih rinci, seperti standar ukuran lapak dan pengaturan operasional lainnya. 

Selanjutnya, pada aspek efektivitas dan efisiensi, pengelolaan kawasan masih 

menghadapi kendala dalam hal penataan ruang dan keterbatasan sarana prasarana, 

terutama terkait lahan parkir dan keteraturan lapak. Berbagai kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan Madani Street Food masih memerlukan 

penguatan dari berbagai aspek, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun 
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peningkatan keterlibatan pelaku UMKM. Selain itu, faktor koordinasi antar pihak 

dan tingkat kepatuhan pelaku usaha juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendukung terciptanya tata kelola yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi agar pengelolaan kawasan dapat berjalan 

lebih tertib, efektif, dan sejalan dengan prinsip good urban governance. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis 

menyarankan agar pemerintah kota secara umum dapat memperkuat komitmen 

dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Urban Governance dalam pengelolaan 

kawasan Street Food   sebagai bagian dari ruang publik perkotaan. Diperlukan 

adanya regulasi yang jelas, tertulis, dan bersifat teknis untuk mengatur penataan 

Street Food  , sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keteraturan ruang, 

serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. 

Selain itu, perlu dibangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dengan 

melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses perencanaan, pengambilan 

keputusan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan kawasan. Partisipasi yang bermakna 

diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan 

pelaku usaha serta meminimalkan potensi konflik dalam pemanfaatan ruang publik. 

Pengelolaan kawasan Madani Street Food   juga perlu didukung oleh 

perencanaan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam 

penyediaan fasilitas parkir dan pengaturan lalu lintas. Penataan yang terintegrasi 

antara aktivitas ekonomi dan fungsi jalan akan meningkatkan kenyamanan 

pengunjung serta menjaga ketertiban kawasan perkotaan. 
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Terakhir, penulis menyarankan agar penegakan hukum dan kepastian aturan 

dalam pengelolaan kawasan Street Food   dapat dilakukan secara konsisten dan adil. 

Penegakan aturan yang tegas namun proporsional akan mendorong terciptanya 

disiplin kolektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola 

pemerintahan kota. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tata 

kelola Street Food   dari perspektif yang lebih luas, baik melalui pendekatan 

komparatif antar daerah maupun dengan menambahkan analisis persepsi 

masyarakat dan pelaku usaha terhadap kualitas tata kelola perkotaan. 
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